i : 'f..sebut Dx bagzan akhir amkelnya, Penulis me-

'_: isanaan’; byaksanaan perdagangan Itzdonesza

7 n"dz antam kedua peraturan ter-

o "_ngajukan beberapa rekomendasz, mulai_dari
nama: bagian” peraturan davi UU

i ke ada usulan materi peraturan
( ai peraturan pelaksammn Ut
- ‘Paten: Penyesuaion' UU Paten dengan TRIPs
' Agreement tidak lain dimaksudkan agar pelak

o tzdak mendapat kecaman dari luar negen .

_ Undang—Undang Paten bab VII mengatur peiaksanaan Paten oleh Perne~

rintah ‘sebagai berikut: '

Pasal 104 B T vt _

(1) Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indones:a sangat
~ penting artmya bagi penyelenggaraan pertahanan ‘keamanan ' negara,'
* ‘pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan

(2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan'
Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri - dan
Menteri yang bertanggung«;awab dlbzdang pertahanan keamanan negara';

Pasal 105 -

{1) Ketentuan pasal 104 berlaku pu!a bagi penemuan yang' dimmtakan paten
“tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52.

(2) ‘Dalam hal pemermtah tidak atau belum bermaksud untuk’ melaksanakan
“sendiri’ paten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), pe!aksanaan paten
““serupa’itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah;

(3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud ‘dalam:ayat(2) dlbebaskan dau
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Hukym dan Pembangumn:

(4) Proses ;)emP,nksaan gugatan sebagalmana dimaksud dalam ayat (3) txdak
menghent:kaﬂ pelaksanaan paten oieh Pemermtah

Pasal: 108 . . 5 : :

Pelaksanaan leblh lanjut bagi ketentuan yang terdapat dalam ba

dxatur dengan Peraturan Pemerintah. L

Where the public interest, in pamcular, natlonal securlty, nutr;tlon, hea]th
-or-the.development of other.vital sectors of the national economy, so requi-
res, the minister concerned may decided that, even without the. agreement of
the owner of the patent, a- government agency or a third person designated
by the Minister may exploit the patented invention in the country by perfor-
ming any.of the acts refered fo-in. Sectxon 135 (2) mc!udmg 1mportatmn 1f
necessary, subject t0. payment therefor™ rasdes e s na :
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':-_seteiahfpaten dlbenkan deragan syarat tatacara sepertn tersebut dalam
R --_"seiessl. Malahan pelaksanaan dimungkinkan sebelum dikelnarkan: paten,
0 renasuaty per_;anjlan tldak dlperlukan untuk melaksanaan penemuan sesuai -
i _;'pasal 153 (1) R ;
. riiUntuk menggunakan penemuan sesual -pasal 156, harus ada kepentmgan_
L 3:_-;umum “Ayat 1- memberi contoh, yaitu ; keamanan nasional, makanan dan ke
-~ sehatan dan perkembangan sektor vital lamnya dari ekonomt nasxonal terdm_
L dan ‘alasan kepentingan umum;: tetapl ini:tidak lengkap.: s R
_ Seluruh ketentuan dalam:pasal 135(2) térmasuk i 1mp0r éapat dlterapkan '
' _]lka pasal 156 dlterapkan ‘Berbeda. halnya jika. dlberlakukan pasal 414 dan
149, 'dimana tidak dapat dlterapkan "impor®,: 0] -
; Mengenai pertanyaan perbuatan apa saja yang dapat d;lakukan daia:n;hai_
tertentu akan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. Dapat berarti Men-
teri Pertahanan Menteri Kesehatan Menteri Perekonomian, berhubunaan
’apakah bersangkutan dengan keamanan nasional, makanan kesehatan eko-
nomi'nasional :atauaspek lain mengenai kepentmgan umunt, o
Jika produk yang dilindungi tidak mencukupi disuatu negara tetap: $a-
ngat dibutuhkan'dan waktu unutk mengahasitkan produk dalam jumlah yang
sangat lama; Menteri bersangkutan dapat memutuskan: pmduk tersebut diim-
por: walaupun dipatenkan; Sebahknya jika produk yang-dilindungi-bisa di-
‘peroleh-di pasar 'sebagai-hasil. impor; - tetapi- menghasﬁkan di-dalam negeri
dapat. membuat sektor vital ekonomi nasional negara berkembang: Menteri
bersangkutan dapat memutuskan supaya dlhasﬂkan d1 daiam negen waiaupun
dipatenkan. :: B
' Perbedaan ini disebabkan karena non—voiuntary hcense damhonkaa ber-
dasarkan pasal 148 dan hanya dapat dimohonkan sesudah lewat waktu terten-
tu, sedangkan pelaksanaan paten berdasarkan pasal 156 harus dipertanggung-
jawabkan kepentingan umum dunana tzdak diperlukan keadaan sepertz 1tu Jxka
pasal 148 diberlakukan. - :
:Setiap badan pemermtah perorangan atau perusahaan teriepas dan g)eme-
rmtah dapat-ditugaskan:oleh Menteri bersangkutan melaksanakan penemuan.
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' Pasal 156 ayar 3

" Hukum ‘dan Pembangunan

¢ _nsuitasx tersebut juga berguna karena kenyataan bahwa berasaskan
b, Kantor Paten yang menetapkan Jum}ah 1mbaian dan syarat—syarat
pembayaran : g :

Mengenal non vo untary _1censes'sebagaxmana dxsebut pasal 151 (2) 53~
ngat diperlukan permhk paten: Setiap pemegang:lisensi-dan setiap pihak yang
dsuntungkan oleh non:voluntary licenses didengar.. Seyagyanya pihak 1ain .
juga d:undang dalam dengar pendapat tersebut rmsalnya wakll kernenterlan
se}am menter ang mengundang T T

a.-Oncethe hearmg 'refered to in: subsecnon (2) has been held the M:mster
shall make his:decision::The dec131on shaiI be wntten and state the

igrounds upon which it is-based..

f'the decision of the Minister authomes the explo;tanon under subsec~
ion’ ),{.rthe Patent Office shall-fix-the amount and.conditions ‘of ‘the
.:payment due by the State or:owner of the patent and to any, exclusive,
uch payment bemg determined: on: the bams of the ex.tent to: wh:ch the
4 atended-invention is exploited: - =2 s
¢ The Patent Office shall record the dec151on of the Mmlster and the decx-

sion of the Patent Office fixing the amount and conditions of the: pay-
-~ ment,: publish-the-decisions' and-notify the:owner- ot the patént and the
ther parnc;pants ins the heanng refered to in subsecnon (2) and the

Pada asasnya, pemberian kuasa untuk melaksanakéﬁ..patéﬁ ditétapk@
oleh-Menteri:bersangkutan; tetapi Kantor Paten: yang-menetapkan jumlah
_uangdan syaras-syarat pembayaran: Dalam jangka panjang, pemberian tugas

- Pebruari 1996




L ':_:Pelaksanaan Paten

= _tersebut "emungkmkan membentuk ketentuan umum. yang berlake unty
RO pembayaran, bukan karena Kantor Paten yang menetapkan pembayara :
.. suai dengan Menteri yang mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan pa- -
© .. ten, tetapi karena Kantor Paten mempunya1 tugas yang serupa mengenai. Non
- Valuntary license (hhat pasal 151 ayat:3c)."Jumlah pembayaran harus di-
- “tetapkan waktu memperpanjang pelaksanaan paten. Pembayaran harus dxlaku__ ﬁ
o kan 2 egara dan bukan oleh pihak yang: sebenarnya melaksanakan ene-

N "-:'_”dasarnya utusan Menterzh_:.posxtxf -Kalau tidak; ‘jika terjadi suatu” -

- khusug dan hak tersebut dipengaruhioleh pembayaran; Adalah mungkin bah-- :

U WA pemegang tisensi khusus-tidak akan dapengaruhx oleh putusan Ment i,

- .umpamanya jika suatu: lisensi khusus hanya mengenai membuat (manu

ture). produk-yang: dlpatenkan dan jika menteri memberi-kuasa mengamporf _
(tetapi. tidak membuat) produk; dalam: hal ini: pemegang hsens1 khusus txdak; ]

akan mempunya: hak atas pembayaran RE : i

(a) The decnsaon of the m1mster may not be the sub_;ect of an’ appeal

(b) The decision of the patent Office fixing the amount and conditions of the :
“payment-may be the subject 6f an appeal to the court by the owner-of the-
patent or any licenses refered to in subsection (3b). Such an appeal shall
not preclude the expioxtation of the patented mventmn accordmg to the
““decisions of the’ minister;: :

(c) When the decisions of the court on the appeal refered toiin paragraph (b) _
“become - final, the registrar of the court: shall notify the patent office of
the decaslon whnch shall record the declslon and pubhsh 1t

Bahwa putusan Menten pada asasnya memben kuasa melaksanakan paten
tidak dapat dibanding: (paragraph a), putusan kantor paten menetapkan jum-
lah vang dan syarat pembayarai dapat dabandmg langsung kepada pengadilan
(paragraph b). Pengadilan yang mempunyai yurisdiksiadalah pengadilan ne-
geriditempat kedudukan kantor paten (lihat pasal 109). Mengenal batas wak-
fu: menga_]ukan permohonan bandmg, hhat paragraph e komentar atas pasal
133

Upaya dxbandmg berdasarkan ayat 4 (b) txdak menymgknrkan pe!aksanaan
penemuan yang dlpatenkan karena tidak berhubungan dengan asas ekspim-?
tasi,

+-Jika suatu negara peramrannya berdasarkan model law mengganﬂkan pa-
sal 152:(2) - wewenang mengadili pengadilan dengan peradilan khusus (3
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'b'.'_'ﬁ"Persyaratan' penggunaan oleh pemermtah tanpa izin: pemxhklpemegang-_' :
* “paten dalam hal terjadi keadaan darurat nasional atau dalam keadaan
_mendesak yang luar biasa_dalam penggunaan kepentmgan umum. yang

3 ;eng unaan harus. non exclus;ve :
e. Penggunaan tidak dapat. dlpmdahkan kecu, 1;ﬁ dengan seluruh goodwﬁl
0 atau baglan perusahaan yang. menikmati-penggunaan; tersebut. Sy
- +Setiap enggunaan akandlkuasakanpredommanﬂy untukmensuplal pasar

domestlk pihak yang diberi knasa menggunakannnya. Dalam hal terjadi
penggunaan non-komersial oleh pemerintah atau contraktor tanpa meng-
d_akan patent search" mengetahui atau: telah menunjukkan a!asan me~

zed: menggunakan paten akan dllmdungi dan akan berakhlr Jika:
-.,.-'-;keadaan yang:menjadi- alasan. pemberzan kuasa tidak ada Tagi.: Pejabat:;

- =:yang berwenang dapat*meninjau kembali pemberian kuasa atas permo-

_honan yang beralasan unmk menetapkan apakah mas1h dapat d]teruskarz
«xmengingat; keadaan .
h.-'Pemeganghak: paten harus mendapat pembayarara remunerasi- yang cukup;_

dengan memperhatikan nilai ekonomi pemberian kuasa.

i.7: Keabsahan:setiap keputusan' vang berhubungan dengan pemberi: kuasa
i REDZEUNAkAN. Rkan tunduk padajudicial review lain oleh:pejabat yang:
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- pertama) syarat benkut ini akan. berlaku:
o :{1) penemuan yang dzklasm ‘dalam paten ke dua akan mehputi kema_;uan_

‘teknis yang “dalam’ hubungan penemuan yang dzkla:m daiam
. . pertama.
_(2) Permhk paten pertama berhak atas cross—hcense dengan syarat yang
- wajar menggunakan penemuan yang diklaim dalam’ paten kedua.
: '-”_ (3) "Penggunaan yang dikuasakan mengenai paten pertama tidak d: j
dah—alzhkan kecual: dengan pengahhan paten kedua T S

Undang—Undang Paten mengatur tentang lxsens: dalam dua baglan, yalm
contractual (voluntary) dan’ non-voluntary Yang vohmtary sebagaimana di-
atur dalam pasal 76 pasal 80. Yang non-voluntary adalah lisensi Wajlb (pasai
79-80, 81-93) dan' pelaksanaan paten oleh pemerintah (104 108) il

Dalam Lisensi- Wajib termasuk’ permohonan’ setiap orang setelah lewat
waktu 3 tahun (pasal 82) dan’ atas permohonan pemegang paten atas dasar
lanagar paten Iamnya yang ‘telah ‘ada (pasal 88)

‘Mengenai pelaksanaan paten oleh pemermtah dlatur oleh pemermtah sen-.
dm dan pelaksanaan oleh pihak lain dengan persetujuan pemerintah dalam
hal pemerintah tidak atau bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten ter:
sebut. Pelaksanaan paten oleh pemermtah miemungkinkan terhadap penemuan
yang dimmtakan paten tetapl tldak diumumkan sebagazmana d;maksud dalam
pasal 520

~ Baik dalam ModeI Law WIPO maupun dalam TRIPs Agréeement, dlper-
gunakan istilah” yang bersamaan, "Exploitation by Government or Third
Persons ‘Authorized by Government" dan istilah- "Use by the Government or

THRIIU-Faltles aulloriZzed vy e wovernment -, gimana ~exploinaiion” sama
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vai" atau persetujuan s ) :
Dengan Peraturan Pemermtah hendaknya dltetapkan menten ya.ng ber-

lam-lam menetapkan paten atau, pénemuan yang dlpatenkan untuk digunakan
oieh pemermtah atau, dikuasakan kepada plhak lain.oleh pemermtah
. dengan Kantor Paten baru | emermtah menge!uar—
kan Surat.Keputusan dalam bentuk Keppres ¥ '
Kantor Paten menetapkan jumlah remunera31 (royaity yang harus d!bayar-
oleh_pemermtah) Jika tidak disetujui.oleh pemegang paten; dapat dlbanding
melalu :engadilan Negeri. Putus Pengadllan N egen dapat dlmintakan Ju
dicial review" ke Mahkamah Agung.. -
- Undang-undang Paten Indonesia hanya menyebut bzdanw Pertahanan Ne—
gafa yang-dapat juga: mencakup bldang makanan, ekonomi dan. .pencemaran,
Oleh karena itu perlu ditetapkan tatacara penggunaan paten oleh peme:mtah
atau kuasa kepada pihak lain dengan kuasa dari pemerintah, ... ..o
. Khusus mengenai penemuan dabxdang pencemaran (paten pollution) perlu
d:dahuiukan atau diprioritaskan pemberian patennya dari penemuan lain se-
ety Aty s dl iprakeekkdi regard Tt Seriap badan Tpemisriiah
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....untuk ‘menghasilkannya sangat lama, menteri -bersaﬁgkutan dapat memutus-_..: '
__:;'kan unmk menslmpomya w_alaupun ada paten Sebahknya jika barang pro-:

rlujudul BAB VII tenténg "Pe!aksanaan Paten Oléh Pémea'mtah" dl—'-
5rubah menjad: "Penggunaan Paten. Oieh Pemermtah atau _thak Ke«'

i ‘Untuk materi Peraturan Pemermtah sepem yang d
108 UU Paten, dapat diambil ketentuan TRIPs Agreement art 31 ayata
sampai 1.
- Rumusan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah dapat dicontoh ru-
musan Modal Law WIPO dengan perubahan seperlunya. :
- Ketentuan Lisensi Wajib dalam UU Paten dari pasal 81 sampai pasal 93
dapat dihilangkan karena pada hakekatnya telah tercakup dalam Bab ten-
- .-tang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atau Pihak ke tiga yang di-
: merintah, setelah dlsesuaxka.n dengan TRIFs. dan
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